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GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 218 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTIMBANGAN KLINIS (CLINICAL ADVISORY)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan
Klinis (Clinical Advisory) dalam Program Jaminan Kesehatan,
Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory) perlu
dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menter1 Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory) Dalam
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 804);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 218 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTIMBANGAN KLINIS (CLINICAL ADVISORY).



Pasal 1

Peraturan Gubernur Nomor 218 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory) (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 75032),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 74011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

/

YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003
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